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BAB I 

PENDAHLLIAN 

A. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang 

merupakan penggerak pembangunan jangka panjang kedua, yang saling 

berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia maka prioritas pembangunan 

hima tahun kedua adalah pembangunan sektor sektor di bidang ekonom 

dengan keterkaitan antara industri dan pertanian maupun bidang pembangunan 

lainnya serta peningkatan kuaitas sumber daya manus1a 

Sejalan dengan pembangunan ekonoms, penataan di bidang hukumpun 

harus mampu mengimbangi perkembangan perkembangan yang timbul, 

khususnya dalam hukum acara perdata 

Hukum acara perdata adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan Hukum 

yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dan di muka Pengadilan 

dan cara bagamana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untu 

melaksanakan berjalanya peraturan huk um perdata 

Dapat diambil kepastian bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian 

peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan gugatan, 

memeniksa serta memutus perkara dan melaksanakan pvtusan Pengadilan 

Dengan demikian hukum acara merupakan jalan atau cara untuk 

mempertahank.an dan melaksanakan hak serta kewajiban seseorang dengan baik 

Wiryvono Pradjodikoro Hokum Acan Perdata di Indonesia, Sina Bandung 1984 
hal 13 



Tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah agar suatu perkara dapat 

dipeniksa dan yang pada akrnya memperoleh putusan hakim yang berkekuatan 

huk um tetap, yaitu suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lag 

Pasat I dan I ayat (I) Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan 

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka 

untuk menycelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasark.an Pancasila, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia 

Yang dimak sud dati pasal tcrsebut di atas, bahwa kekuasaan kehakiman 

yang merdeka imi mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kchakiman 

yang bebas dani campur tangan pihak kekuasaan Negara lannya, dan kebebasan 

dan paksaan, rekomendasi yang datang dart pihal extra Judical, kecuahi dalam 

hat-hal yang diijinkan oleh Undang-undang 

cbebasan dalam melaksanakan wewenang fudical tidaklah mutla 

sifatnya, karena tugas dan hakim adalah untuk menegakkan hukum dan mencart 

dasat-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara 

yang dihadapk.an kepadanya, schingga keputusannya mencermink.an perasaan 

keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia 

Pasal oayat(I Kekuasaan Kchakiman dilakukan oleh 

Pengadilan dalam hingkungan 

a Pengadilan Umum 

b Pengadilan Agama 

2 

Pasal l 



e. Pengadilan Militer 

d Pengadilan Tata Usaha Negara 

Sesuai Pasal I0 Ayat (I) Undang-Undang Nomor I4 Tahun 1970 bahwa 

Undang-Undang mi membedakan antara empat hingkungan peradilan masing­ 

masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan mehiputt 

Badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, Peradian Agama 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan 

khusus, karena mengadihi perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan 

rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada 

umumnya mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana 

Dasar hukum keberadaan peradilan Agama adalah ketentuan Pasal IO 

Ayat (I) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahu 1989 menyebutkan Bahwa 

Peradilan Agama merupakan kehakiman bagi rakyat pencani keadilan yang 

beragama [slam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang­ 

Undang in 

Sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang No 7 Tahun 1989 angka " 

menyatakan Pengadilan Agama adalah salah satu dani empat hingkungan 

peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakman 

3 



Mengenai kewenangan Pengadilan Agama secara jelas diatur dalam Pasal 

49 4ya1(1,2, dan 3), Pasal 50, Pasal 52 Ayat ( 1  dan 2) Undang-Undang Nomor 

7ahun 1989 

Pasat 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapk an 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeniksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Yang 

beragama lslam di bidang 

a) perkawnan; 

b) kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum (slam, 

e) wakaf dan sodaqoh, 

2 Bidang perkawinan sebagaimana yang dimak sud dalam ayat (I) huruf a ialah 

hal-hal yang diatur dalam atau berdasark.an undang-undang mengenat 

perkawinan yang berlaku 

3 Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  huruf b ialah 

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahhi wars, penentuan mengenai harta 

pemnggalan, penentuan bagran masing-masing ahhi wants, dan pelaksanaan 

pembagian harta peninggalan terscbut 

Sedangkan kewenangan yang tersebut dalam pasal 52 ayat (I) dan (2 

undang-undang tersebu, berbunyt 

(I)  Pengadilan Agama membent kcterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang 

hukum Islam, kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

dimmnta 



(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimak sud dalam pasal 4 

dan pasal SI, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh 

atau berdasark.an undang-undang 

Meskipun demikian Pengadilan Agama dalam melaksanakan kewenangan 

tersebut, dengan sendirinya tidak dalam bentuk penetapan atau putusan tetapt 

akan berbentuk surat biasa 

Hukum Materii yang berlaku bagi engadilan Agama adalah Instruksi 

Presiden RI no. Tahun 199 tentang Kompilasi Hukum Islam yang hk uatk.an 

dengan Keputusan Menteni Agama RI No. 154 tahun 1991 tentang Pelak sanaan 

Inpres RI No, I Tahun I991 tanggal 0 Jeni 1991 

Sedang Hukum Acara Pengadilan Agama diatur dalam pasal 54 Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menycbutkan bahwa Hukum Acara yang 

berlaku pada Pengadilan dalam hingkungan Pengadilan Agama adalah Huk um 

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam ingkungan Pengadilan 

Umum kecuahi yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang Int 

Oleh karena tu pada prinsipnya tekmis mengadili atau tekmis yustical 

dalam lingkungan Peradilan Agama sama dengan teknis peradilan dalam perk.ara 

perdata di lingkungan Peradilan Umum. Dengan lahirnva UU No 7 Tahu 1989 

tersebut sudah barang tentu membawa konsekuenst tugas bagi adan Pengadlan 

Agama, dimana salah satu tugas pokok tersebut Pengadifan Agama dapat 

melaksanakan sita dan melaksanakan putusan/eksekusi 

5 



Dengan adanya pelaksanaan sita (sita jaminan) sudah barang tentu tugas 

dari keurusitaan menjadi bertambah khususnya tentang pelaksanaan srta 

Jaminan merupak.an pekeraan yang perlu mendapatkan perhatan senus 

Salah satu tindakan yang mendahulur pemeniksaan dimuka pengadrlan 

adalah yang menyangkut peletakan sita jaminan. Persoalan imi sangat rumtt an 

apabila dilakukan dengan ceroboh, mudah mendatangkan kerugian kepada yang 

bersangkutan. Oleh karena itu sita jaminan hanus dilaksanakan sesuar dengan 

peraturan yang berlaku 

Dalam praktek permohonan untuk meletakkan sita jaminan lazimnya 

dilakukan dalam surat gugat secara bersama-sama dengan pengayuan gugala0 

pokok Dalam petitum sebagai satu hal yang pertama, Penggugat berusaha 

supaya sita jaminan yang diletakkan diyatakan sah dan berharga. Dalam pasal 

226 dan 227 HIR. Memberi kemungkinan kepada pemohon untuk mengajukan 

permohonan meletakkan sita jaminan secara terpisah dari pokok perkara, dengan 

perkataan lain permohonan sita jaminan diajukan secara tersendit 

Apabila sewaktu surat gugat dimasukkan, alasan tersebut belum nampak, 

tetapi baru tampak kemudian, maka sita jaminan tersebut dapat diperintahkan 

selama proses berlangsung Perkataan "sebelum perkara tersebut mempunya 

kekuatan hukum yang tetap"menunjukkan bahwa permohonan conservator 

beslag dapat diajukan kepada Pengadlan Tnggt selama perkara pokoknya 

belum diputus dalam taraf banding 

6 
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Guna lebih mengetahu tentang pelaksanaan sita, maka penulis dalam 

sknipsi ini akan menyampaikan judul tentang TINJAUAN YURIDIS 

SI TA JAMINAN DALAM PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA 

PENGADILAN TIN6GI AGAMA JAWA TENGAH 

l. Perumusan Masalah 

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal lembaga sita jaminan berdasar hal 

tersebut permasalahan yang diajukan adalah sebagait berikut 

Apa yang menjadi alasan diajukannya permohonan sita jaminan pada EA 

Jawa Tengah 

• Siapa yang berwenang menjyatuhkan sita jaminan pada saat perkara pada 

tingkat banding ? 

3. Apa keuntungan dan kerugian dani pengajuan Sita Jaminan kepada PA/PTA? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tuyuan yang hendak dicapai dalam peneitian ini adalah 

Untuk mengetahu alasan diajukannya permohonan sita jaminan pada 

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 

2 U n t u k  mengetahut siapa yang berwenang dalam menjatuhkan srta famnan 

pada saat perkara tingkat banding 

3. Untuk mengetahut keuntungan dan kerugran dant pengayuan srta pamnan 

kepada Pengadilan Tinggr Agama 

7 



p, Kegunaan Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi alasan drajukan permohonan sita amnan 

pada PIA 

2. U n t u k  mendapatkan informasi tentang yang berwenang dalam menjatuhkan 

sita jamminan pada saat perkara ting#at banding 

3. Mendapatkan informasi tentang keuntungan dan kcrugian dan pengayuan srta 

jaminan kepada PTA 

E. Metode Penetitian 

Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penehitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

yatu penchitian yang mencani, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang 

berdasarkan kenyataan atau fenomena empink yang terjadi di masyarak.at 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian imi adalah termasuk deskriptif anahittk, yartu penehitian 

yang bertujuan membenkan gambaran mengenat masalah yang terpad 

sehubugan dcngan permasalahan di atas serta menganaltsa secara srstemats 

untuk mendapatkan kejelasan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk 

menyelesaikan permasalahan apabila terdapat masalah dalam penehitian mt 

3. Metode Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan terdinri dar 

Data Primer 

8 



Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas 

terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pentanyaan­ 

pertanyaan sebagar pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh 

penuhis kepada nstansi terkait 

2 Da t a  Sckunder 

Penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan yang bersifat teoritis yaitu 

dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pokok masalah 

yang dihadapi penuhis. Sumber yang digunakan adalah buku-buku 

peraturan-peraturan perundangan, pendapat para ahhi yang berkaitan 

dengan permasalahan 

4 Metode Analisa Data 

Dalam penelitian imi digunakan analisa data scara kuaitatif yaitu data 

dipihih dan disusun sccara sistematis dan hasil analisa dilaporkan dalam 

bentuk sknipst 

F, Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahu keseluruhan sknipsi ini secara sepintas dibahas 

melalut uraian sebagai benikut 

A I PENDAMULUA 

A. Latar Belakang Masalah 

B Perumusan Masalah 

C Tujuan Penelitian 

D Kegunaan Penehitian 
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E Metodologi Penelitian 

F Sistematika Penulisan 

BAB II TIN.JAUAN PUSTAA 

A Pengertian Sita 

B Pengerian Sita Jaminan 

C Tujuan Sita Jaminan 

D Tata Cara Penohonan Banding 

E Pemeniksaan Tingkat Banding 

BA I HASIL PENELITIAN DAN PEMB AHASAN 

A HASIL PENELITIAN 

Alasan Pengajuan Permohonan Sita Jaminan pada 

Pengadilan Tigg Agama Jawa Tengah 

2 Kewenangan Menjatuhkan Sita Jaminan pada Saat 

Perkara Tingkat Banding 

3 euntungan dan Kerugian dan Pengajuan Sita jaminan 

Kepada Pengadilan Tinggi Agama 

B PEMBAHASAN 

BAB vV PENUTUP 

A Kesimpulan 

" 
Saran -Saran 
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BAB IL 

TINJAUAN PUSTAK.A 

A, PENGERTIAN SITA 

Dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau Rbg, dikenal 3 

(tga) jemis penyitaan yaitu 

Sita Eksekusi (Pasal I97 HIR. 208 Rbg) 

2. Sita Revindicatoir (Pasal 226 HIR 260 Rbg) 

3. Sita Conservatoir (Pasal 227 HIR 261 Rbg) 

ad Sita Eksekus 

adalah hal yang penting sekali karena hal imi bersangkut paut dengan masa 

pelaksanaan eksekusit suatu keputusan pengadilan. Dalam hal suatu 

keputusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang telah 

mempunyat kekuatan hukum tetap, maka pihak penggugat sebagai pihak 

yang menang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada 

Ketua Pengadilan Agama agar keputusan terscbut dapat dilaksanakan. 

ad2 Sita Revindicator 

Pasal 226 ayat I HIR 260 Rbg, menyatakan bahwa apabila sorang 

pemilik barang bergerak yang berada di tangan orang lain, dapat meminta 

dengan surat atau hisan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah 

hukum si pemegang barang bergerak tersebut berada, agar pengadilan 

Hensyah Sahlami, Jurwsta dam Pepita utusan Aksekwst pla l'engahlan Agor 
Jakarta, 1990, Hal 6 

II 



meletakkan sita atas barang bergerak miik penggugat yang berada di 

tangan orang tersebut 

ad3 Sita Conservatoir 

Menurut Pasat 227 HIR 26I Rbg, permohonan sita conservatoir dapat 

diajukan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak 

kepunyaan tergugat Permohonan tersebut biasanya dimuat bersama-sama 

dalam surat gugatan pokok dengan mengajukan alasan yang 

memungkinkan akan adanya usaha tergugat menvembunyikan, menjual 

atau mengahihkan kepada pihak ketiga 

Pengerian Sita Jaminan dani Segi Bahasa Huk um 

Menurut Retnowulan Sutantio, SH mengartikan perkataan conservatoir 

berasal dani kata conserveren vang berarti memyimpan Makna conservator 

beslag ialah untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan 

tergugat 

Sementara itu menurut Yahya Harahap pergertan art conservator 

beslag ke dalam bahasa Indonesia, yang dapat dbakukan sebagai standar 

bahasa hukum Indonesia maupun dalam praktek hukum di hingkungan 

peradilan, adalah 

a Sita Pengukuhan 

Retoowulan Sutantio dan bskadar Oeripk.artawin.at.a /flam Acara erdata dalan eort 
do Prataeke, Bandung 19go j4al 92 

Idem hal 99 



Ketepatan istilah ini dapat dibenarkan sepanjang perkara sengketa hak 

mihik, misalnya dalam persengketaan Hak Mihik atas tanah, oleh karena 

lay uan yang hendak dicapar dalam persengketaan Hak Milik tanah ialah 

permintaan kepada pengadilan agar penggugat diyatakan sebagaf 

pemiik tanah yang dikuasai oleh tergugat Consevatoir beslag dalam 

kasus int dialihbahasakan dengan perkataan sita pengukuhan sebab tujuan 

ggatan dalam hal ini diarahkan kepada permintaan kepada pengadilan 

agar penggugat dinyatakan dan dikukuhkan sebagai pemiik yang sah 

b Sita Pengabadian 

Conservatoir beslag dinyatakan sebagat paya menentukan sccara pasts 

harta tergugat atau harta debitur (yang berutang) yang disita, diabadikan 

menjadi hak mihik pengggat atau kreditur Yahya Harahap, SH 

menganggap bahwa pengertian diatas adalah menyimpamg dani makna 

dan tuuan conservator beslag karena pada kasus penyttaan pengadilan 

mengukuhkan hak mihik pemohon sita, bukan mengabadikan sita atau 

mengabadikan hak mihik kepemilikan. Karena pada lazimnya yang tidak 

pernah dijumpai putusan pengadilan yang memuat pernyataan 

pengabadian hak mihik' 

c Sita Jaman 

[stilah sita jaminan secara harfiah maupun dani segr yuridis lebih 

mendekati makna conservatoir beslag, yaitu sita yang diletakkan baik 

Yahya larahap, /'ermalahat damn 'ererape Sita Laina (Coervetor leslog, 
Pustaka, Bandung, 1990, heal 4 
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terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan 

tergugat Sita jaminan bertuyuan untuk membeni jaminan epada 

penggugat agar harta yang disengketakan atau hak milik tergugat tetap 

ada dan utuh sehingga stta tu memben jamnan kepada penggugat bahwa 

kelak gugatannya tidak illusoir tidak hampa pada saat putusan 

dieksekusi lstilah conservatoir beslag yang berlaku untuk pengadilan di 

Indonesia termasuk Pengadrlan Agama, diahihbahasakan ke bahasa 

Indonesia dengan srta Jaminan berdasar putusan Mahkamah Agung No 

607KS1P/1974 tanggal H Nopember 1974° 

Pengertian Sita Jaminan dani Segi Yuridis 

Dalam Undang - Undang etentuan Sita Jaminan diatur dalam Pasal 

227 j0 Pasal 197 HIR atau Pasal 261 j0 Pasal 206 Rbg 

Pasal 227 HIR isinya 

Apabila ada persangaan yang beralasan scorang yang berhutang, sebelum 

adanya keputusan hakim, mencani akal akan menggelapkan atau membawa 

barangnya (melanikan), baik barang tetap maupun barang tidal tetap dcngan 

mak sud akan menjauhkan dini dani penagih hutang, maka atas permintaan 

orang yang berkepentingan (penggugat) maka Ketua Pengadilan Negen dapat 

memerintahkan supaya menyita barang untuk menjaga barang itu atas nama 

orang yang mengajukan permintaan tersebut 

urisprudensi A Ne 607/$1P/1974_1974 A4A Republik Indonesia, 180 
gowulan Sutatio dan lskand Oenipkartawniata log Cit, heal 92 



Orang yang ipanggil dengan patut untuk melaksanakan keputusan 

pengadilan tidak mau datang karena jabatannya, Ketua PN dapat 

memenntahkan untuk menyita barang-barang yang tidak tetap, apabila barang 

itu tidak mencukupi maka dapat menyita barang yang tetap sampai cukup 

Sedangkan menurut Duror Mansur, SH pengertian sita jaminan dari segi 

yunidis ialah tindakan hukum yang diambil pengadilan terhadap benda 

bergerak/ benda tetap yang ikuasai oleh tergugat atau milik tergugat yang 

dapat dilakukan sebelam pemeriksaan pokok perkara atau dilakukan 

sepanjang pemeniksaan pokok perkara tetapi sebelum perkara diputus 

terhadap harta sengketa atau harta mihik tergugat yang disengketakan 

Lebih lanjut Yahya Harahap,SH mengartikan makna sita jaminan yang 

terkandung di dalam sita jaminan adalah sebagai berikut" 

Sita tindakan huk.um cksepsional 

Sita jaminan merupakan indakan huk um yang diamb»l Pengadilan 

mendahului pemeriksaan perkara atau mendahulur putusan, adakalanya 

sita jaminan diletakkan atas scngketa atau harta tergugat, sebelum 

pengadilan memeniksa pokok perkara Sering sita itu dilakukan pada saat 

proses pemeniksaan perkara sedang berjalan, sebelum hakim menjatuhkan 

putusan, scolah-olah pengadilan telah menghukum tergugat lebih dahulu 

sebelum pengadilan menyatakan tergugat bersalah berdasarkan 

subiyakto, AMengenat HR, Diambatan, Jakarta, 1996, Hal 2AH 
puot Mansur /'eyitau Akelost A upla Faye Joa.h erearsolahue Hudec 

Pengedrta Tagg Agaa, Yogrvaka.ta 1996. Hal 2 
aha Harahap. Op Ci, Hal $ 
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putusan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyrtaan harta sengketa 

atau harta kekayaan tergugat ltu sebabnya tindakan penyitaan merupakan 

tindakan hukum yang cksepsional 

Letak eksepsional tersebut dapat diraba dan makna yang tersirat 

pada ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 26I Rbg, yakmt scbelum putusan 

dijatuhkan pada tergugat atau putusan yang menghukumnya belum 

mempunyat kekuatan hukum yang tetap, tergugat telah dinyatakan 

dihukum dan dinyatakan bersalah dengan menyita harta kekayaannya 

2 Sita sebagai Tindakan Perampasan 

Pada hakekatnya srta jaminan merupakan tindakan perampasan atas 

harta sengkcta atau harta kekayaan tetggat Perintah perampasan itu 

dikeluarkan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan 

penggugat, perampasan atas harta tergugat tersebut adakalanya 

a. Bersifat permanen 

Apabila sita jaminan kelak dilanjutkan dengan perintah 

penyerahan kepada penggugat berdasar atas putusan yang berkekuatan 

hukum yang tetap, atau apabla sita jamminan kelak dilanjutkan dengan 

penjualan lelang melunasi pembayaran hutang tergugat kepada 

pengggat 

b Bersifat temporer 

Apabtla hakim memerintahkan pengangkatan sita Perintal 

pengangkatan sita jaminan yang seperti terjadi berdasar pada surat 

penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung. dan bisa 



Juga dilakukan hakim sekaligus saat menjatuhkan putusan, apabila 

gugatan ditolak 

Dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, dijelaskan bahwa pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh Juru Sita 

Juru Sita Pengganti 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 ayat I Undang Undang No.7 

tahun 1989, bahwa juru sita bertugas 

a. Melaksanakan semua perintah yang dibenikan oleh Ketua Sidang 

b. Menyampaikan pengumuman , teguran dan pemberitahuan penetapan 

Putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan ketentuan 

Undang Undang 

c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan 

d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan pada pihak 

pihak yang berkepentingan 

Sedangkan dalam Pasal I03 ayat 2 dijelaskan bahwa Jura Sita berwenang 

melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan 

Dalam ketentuan peralihan Pasal I06 ayat 2 Undang Undang No. T 

tahun 1989 disebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang telah ada 

mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan bar 

berdasarkan Undang Undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan tu 

tidak bertentangan dengan Undang Undang in 
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C. T U .J U  AN SITA JAMIN4 

luyuan utamamya adalah agar tergugat tidak memindahkan atau 

membebankan hartanya kepada pihak ketiga 

Inilah salah satu tujyuan sita jaminan, mcnjaga kebutuhan hanta terperkara 

atau harta kekayaan tergugat, selama proses-proses pemeniksaan perkara 

berlangsung sampar perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang 

tetap. Dengan penntah penyitaan atas harta tergugat atau harta sengkcta, secara 

huk um telah terjamin kcbutuhan keberadaan barang yang disita 

Dapat kita hihat, sita jaminan merupakan upaya hukum terjaminmya 

eutuhan dan kcberadaan harta yang dsita sampan putusan dapat dicksekust, agar 

gugatan penggugat pada saat dicksekusi tidak hampa Karena dengan diletakkan 

sita jaminan pada harta scngketa atau harta tergugat, dan pelaksanaan penyitaan 

telah didaftarkan dan telah diumumkan kepada masyarakat sesuar dengan 

etentuan Pasat 198 HIR 'atau Pasal 213 Rgb, maka terhitung sejak tanggal 

pendaftaran dan pengumuman sita, telah digariskan akibat hukumnya sepert 

yang diatur dalam asat 199 HIR tau Pasal 2I4 Rgb yaitu 

a Hukum melarang tergugat untul menjual, menghibahkan atau memindahkan 

barang sitaan kepada siapapun 

b. Pelanggaran atas larangan penjualan atau pemindahan barang sitaan diancam 

dalam Pasal 1 1 9  HIR 

b I  dari segi perdatanya 

Jual behi atau pemindahan itu batal demi huk um 

b2 dari segi pidananya 



Diancam oleh asal 231 Kitab Undang undang Hukum Pidana 

D. TATA CARA PERMOHONAN BANDING 

Tata cara permohonan banding diatur dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 

HIR atau Pasal 199 sampai 205 Rgb. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo 

Pasal 5 Undang - Undang Darurat No I tahun 1951, pasal-pasal tersebut 

dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku, scbagar gantimnya igunakan ketcntuan 

Undang - Undang No 20 tahun 1947. Tetapi dalam praktek aturan banding yang 

diatur dalam HIR dan Rgb masih tetap dipakai sebagai ruyuk.an karena aturan 

banding yang dratur dalam Undang -Undang No 20 tahun 1947 belum lengkap 

Berpedoman kepada ketentuan dalam Undang - Undang No 20 tahun 1947 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15, maka menurut 

ketentuan Pasal 7 tata cara permohonan banding adalah 

fenggang waktu permohonan banding 

a I4harisejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihal 

pemohon banding hadir di persidangan, atau 

b I4 hani sejak putusan diberitahukan, apabila pemohon banding tidal 

hahr pada saat putusan drucapkan dipersidangan 

c. Jika perkara prodeo, terhitung I4 hani dani tanggal pemberitahuan 

putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding. (Pasal 

7ayat 3) 

Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitia Pengadilan yang 

memutuskan perkara yang hendak dibanding 



3. Yang berhak mengajukan permohonan banding 

a. Pihak yang berperkara, atau 

b. Kuasanya, dengan syarat lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus 

untuk itu 

4 Bentuk permintaan banding 

a. Bisa dengan lisan 

b. Dapat dengan tulisan 

5. Biaya banding 

a. pembayaran permohonan banding merupakan syarat formil permohonan 

banding 

b. Biaya banding dibebankan kepada pemohon banding 

Dari ketentuan Pasal 7 ayat 4 Undang - Undang No 20 tahun 1947, 

ditegaskan jika permohonan banding tidak dibarengi dengan pembayaran 

biaya banding, permohonan banding tidak boleh diterima 

6. Kalau syarat formil dipenuhi yaitu permohonan tidak mclampaui tcnggang ll 

hari dan biaya banding telah dibayar, Panitera meregistrasi permohonan 

sekaligus membuat akta banding serta melampirkan akta banding dalam 

berkas perkara sebagait kata/ bukti bagi Pengadilan Tinggi tentang adanya 

permohonan banding, serta sebagai alat penguji apakah permohonan 

melampaui tenggang waktu atau tidak 

7. Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak 

lawan berperkara. Bentuk pemberitahuan berupa akta relaas pemberitahuan 

banding kemudian mclampirkan relaas tersebut dalam berkas perk.ara 
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7 Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak 

lawan berperkara Bentuk pemberitahuan berupa akta relaas pembentahuan 

banding kemudian melampirkan relaas tersebut dalam berkas perkara 

8. Menyampathan pemberitahuan "Inzage, artinya kesempatan mempelajart 

berkas perkara pemberitahuan inzage dilakukan furu sita selambat-lambatnya 

4 hani danit tanggal perohonan banding dan pembuatan inzage disampatk.an 

kepada kedua belah pihak yang berperkara. Tenggang waktu mempergunakan 

hak inzage hanya I4 hani terhitung dani tanggal pemberitahuan inzage dan 

hak mempergunakan inzage bukan syarat formil permohonan banding 

9 Penyampaian memoni dan kontra memon banding 

Penyampaian memoni banding adalah hak bukan kewaptban hukum bag 

pemohon banding Tanpa memoni banding permohonan banding tetap sah 

sepertr yang ditegaskan, misalnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 

4 Agustus $7 No 143 KS1P 1956, menurut tafsiran yang lazim huk um 

banding tidak diharusk.an untuk meminjau segala-galanya yang tercantum 

dalam memon banding. Hukum hingkat banding tidal wanb merinci satu 

persatu keberatan-keberatan yang diutarak.an dalam memoni banding 

I0 Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah 

dikirim ke Pengadilan Tinggr 

Ketentuan imi bersifat inperatif dalam art perintah karena dalam Pasal l l  ayat 

2Undang - Undang 20 tahun 1947 terdapat kata "harus dikirim kepada 

Pengadilan Tingg selambat-lambatmya satu bulan setelah menenma 

permintaan banding 
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E. PEMERIKSAAN TINGAT BANDING 

Pemenksaan Perkara 

Secara gants besar pemeniksaan tingkat banding dengan tingkat pertama 

terdapat perbedaan, perbedaan tama terletak pada tata cara pemeniksaan 

Proses pemeniksaan pada peradilan tingkat pertama bersifat hubungan antara 

hukum dengan pihak-pihak yang berperkara dan saks-saksi. Sedangkan 

pemeniksaan pada tingkat banding, sesuai dengan etentuan Pasal I L  

Lembaran Negara No 36 tahun 1955, pemeniksaan perkara yaitu 

Dilakukan berdasarkan berkas perkara 

2 Apabila dianggap perlu, dapat melakukan pemenik saan tambahan 

engadilan Finggi dapat memerintahkan pemeniksaan tambahan, melalui 

proses 

Pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela 

Apabila Pengadilan Tinggt bermaksud melakukan pemeriksaan 

tambahan, lebih dahulu ia menjatuhkan putusan sela. Jadi sebelum 

menyatuhk.an putusan akhir, diajukan putusan sela yang amarnya 

berisi perntah untuk melakukan pemeriksaan tambahan 

b Pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan sendii oleh Pengadnlan 

I ingg 

Untuk itu, dalam amar putusan sela harus ditegaskan bahwa 

pemeniksaan tambahan dilakukan sendini oleh Pengadilan Tingg 

e. Pelaksanaan pemeniksaan tambahan drperintahkan kepada pengadilan 

yang memeniksa dan memutusk.an pada tingkat pertama 
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Pemeniksaan tambahan diperintahkan pelaksanaannya kepada 

pengadilan yang semula memeniksa dan memutus pada tigkat 

pertama Apalagi jika tempat tinggal pada pihak jauh dari hukum 

kantor Pengadilan Tinggi lebih tepat pelaksanaannya dilimpahkan ke 

Pengadilan Agama semula 

3 Pemeriksaan tingkat banding dilakukan dengan majlis 

Hal ini ditegaskan dalam Pasat 1l ayat I Undang < Undang No 36 tahun 

1955 dan dalam Pasal I5 Undang - Undang I4 tahun 1970 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 

2Jangkauan Pemeniksaan Banding 

Kewenangan Pengadilan Tinggi memeniksa perkata banding ditinjau dari segi 

formil dan materiil yaitu 

a Putusan yang dapat dibanding adalah putusan akhir 

Perkara putusan pengadilan tingkat pentama yang dapat dibanding adalah 

putusan akhir, yaitu putusan yang sudah mengakhiri sengkcta secara 

keseluruhan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang - Undang No 20 

tahun 1947 yang berbunyi. "Putusan Pengadilan Negeri yang bukan 

putusan akhr, hanya dapat diminta banding bersama-sama dengan 

putusan ak hir 

b. Putusan banding tidak boleh melampaui kewenangan mengadili 

hika putusan pengadilan tingkat pertama baru berupa putusan akhir 

mengenai kewenangan mengadili, Pengadilan Tinggi dalam tingkat 

banding tidak boleh memeriksa dan mengadihi pokok perkara. Misalnya 
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Pengadilan Agama mcnjatuhkan putusan yang menyatakan dirinya tidak 

kompeten mecngadihi perkara yang diajukan atas alasan bahwa perkara 

tersebut kewenangan mengadihi Peradilan Umum/ Peradilan Agama lain 

Terhadap putusan tersebut pengadilan mengajukan banding. Dalam 

pemeniksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat 

bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang mengadili, 

lantas Pengadilan Tinggi Agama langsung memeriksa dan memutus 

pokok perkara. Tindakan tersebut sudah melampaui batas wewenang 

pemeniksaan tingkat banding Dalam kasus seperti itu pemenksaan tingkat 

banding hanya berwenang untuk memeniksa dan memutus ,berwenang 

atau tidak Pengadilan Agama mengadili 

e. Dalam putusan formil yang tidak berdasar kompetensi, Pengadilan Tinggi 

dapat langsung memeniksa dan memutus pokok perkara 

d. Banding meliputi kepentingan pihak tergugat atau penggugat 

Jika suatu perkara pihak tergugat terdiri dani beberapa orang, yang mana 

pihak tergugat berada pada pihak yang kalah. Maka apabila pengajuan 

permohonan banding hanya dilakukan oleh satu orang aja, dalam hal ini 

pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding harus 

meliputi seluruh kepentingan pihak tcrgugat meskipun yang banding 

hanya satu orang 

e. Permohonan banding tergugat tidak boleh menguntungkan pihak 

penggugat 



r 

Sebab tujuan banding dani pihak tergugat bukan untuk kepentingan pihak 

penggugat, tetapr untuk kepentingan dan keuntungan dininya 

f Permohonan banding yang tidak memenuhi syarat formil 

Setiap permohonan banding yang tidak memenuhi, syarat formil 

mengakibatkan permohonan banding tidak sah dan permohonan banding 

akan dinyatakan tidak diterima Permohonan banding yang tidak 

memenuhi syarat formil yaitu 

ermohonan yang melampau tenggang waktu banding 

Tidak menunaikan pembayaran ongkos banding 

Permohonan banding ditandatangani orang yang tidak berhak 
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BAB Ill 

HASIL. PENELITIAN DAN PEMBAIHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

I. Alasan Permohonan Sita Jaminan Pada Perkra Tingkat Banding 

Setiap pencani keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan 

perindungan hukum yang diperolehnya mcnjadi kenyataan dan bukan 

merupakan putusan yang hampa karena tidak dapat dicksekusi ak1bat 

tindakan dart pihak lawan yang telah memindahkan atau merusak barang 

barang sengketa atau barang barang yang dijadikan jaminan dalam suatu 

perkara 

Untuk menjamin hak hak pencani keadilan tersebut, maka hukum 

membenikan jalan baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap 

barang barang sengketa atau yang dijadikan jaminan 

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 227 ayat I HIR, Mahkamah 

Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Conservatoir Beslag yang 

diadakan tidak berdasarkan pada apa yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat l 

HIR tidak dibenark.an. ( hihat putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 

1984 N0.597.K/Sip/1984-1, hal 165) 

Selama ini yang menjadi alasan diajukannya permohonan sita jamnan 

pada perkara tingkat banding antara lain, yang pertama adalah karena pada 

saat perkara diperiksa pada tingkat pertama belum diajukan permohonan sita 

Yang kedua, permohonan sita sudah diajukan pada pemeniksaan tingkal 



f 

pertama tetapi belum ada penetapan sita dari hakim yang memenksa perkara 

tersebut dan setelah adanya upaya hukum banding atau kasasi ,penggugat 

baru mengajukan permohonan sita jaminan 

Pada umumnya permohonan sita jaminan diapukan bersama sama 

dalam gugatan pokok perkara agar pengadilan sebelum menjatuhkan putusan, 

barang barang yang menjadi obyek sengketa tersebut dapat terlindungi dan 

akhirnya gugatan penggugat apabila dimenangkan tidak akan menjadi sia 

s1a 

Berkaitan dengan permohonan sita jaminan terhadap perkara yang 

dalam proses banding atau kasass, undang undang belum mcngatur secara tegas 

kepada siapa permohonan tersebut ditujukan dan siapa yang berhak menetapkan 

sita jaminan untuk dilaksanakan Hakim berpedoman kepada titel 9 bag+an 

keenam, Pasal 225, 226, 227, 228 HIR dan mengemukakan bahwa persoalan 

terscbut termasuk "perkara istimewa karena hal tu datur dalam bagan 

tentang bobcrapa hal mengadihi perkara yang stimewa"dan oleh karcna disebut 

perkara"maka harus diajukan dengan suatu permohonan kepada Pengadilan 

NegeriAgama Apabila perkara pokok , misalnya gugatan perceraian sedang 

dalam taraf banding maka perkara pokok dan perkara baru yang menyangkut s1ta 

terpisah sama sekali 

Terkait dengan hal ii ada hakim yang berpendapat bahwa 

permohonan sita jaminan tidak bisa lepas dari pokok perkara karena hakim 

tidak mungkin akan memeriksa permohonan sita jaminan tanpa adanya 

gugatan pokok Namun ada hakim yang berpendapat bahwa apabila 



permohonan sita tersebut urgen dengan pokok masalah yang sedang diperiksa 

di tingkat banding, maka Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama dapat 

memerintahkan kepada Ketua engadilan Agama untuk melaksanakan 

pensitaan 

Berkaitan dengan permohonan sita dalam tahap proses banding, maka 

Pengadilan Tinggr Agama setelah menerima permohonan sita jaminan dapat 

menyatuhkan putusan sela, yang amarnya antara lain memerintahkan kepada 

Ketua Pengadilan Agama agar melaksanakan pensitaan dan berita acara 

pensitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Dengan adanya putusan sela maka hasil benta acara pensitaan tersebut 

dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan banding dan 

Juga dapat dimasukkan dalam diktum putusan banding tersebut. Namun 

apabila permohonan sita tersebut dipeniksa tersendiri maka benita acara 

pensitaan tidak bisa dijadikan satu dalam pertimbangan hukum pada pokok 

gugatannya 

2. Kewenangan Menjatuhkan Sita Jaminan pada Saat Perkara Tingkat 

Banding. 

Dalam bahasan benkut ini dijelaskan tata cara pelaksanaan sita 

jaminan dan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan dalam praktek di 

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan sita jamman, 

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpedoman pada Pasal 197 ayat 2 

HIR atau Pasal 209 Rbg, schingga yang mempunyai kewenangan dalam 

memerintahkan sita jaminan adalah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama 



yang menyidangkan perkara tersebut Di bawah ini dijelaskan mengenan 

urutan pokok tata cara pelaksanaan sita jaminan termasuk pejabat yang 

diperkenankan hukum untuk melaksanakan sita jaminan di lapangan 

Berdasarkan perintah Ketua Sidang 

Landasan utama pelaksanaan sita Jaminan, terlebih dahulu dikeluarkan 

surat perintah oleh ketua sidang atau ketua majehis yang bersangk utan 

fanpa surat perintah, sita jaminan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

sah Agar suatu sita jaminan sah, maka harus ada surat penintah 

pelaksanaan dani ketua sidang dan perintah tersebut berdasarkan "surat 

penetapan" 

Setelah ketua majelis hakim membaca surat gugatan yang disertai dengan 

permohonan sita jaminan, apabila cukup alasan dan bukti maka ketua 

majelis hakim sebelum menyidangkan pokok perkara terlebih dahulu 

menetapkan dan mengabulk.an sita jaminan yang termuat di dalam surat 

penetapan tersebut Kemudian ketua majelis hakim memerintahkan kepada 

Panitera Pengadilan Agama atau apabila berhalangan diganti wakilnya 

yang sah dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat syarat 

yang termuat pada Pasal 197 HIR 209 Rbg untuk melaksanakan 

pensitaan. Apabila sita jaminan diajukan dengan permohonan tersendiri 

dan diayuk.an pada saat proses perkara sedang berjalan maka pada waktu 

majelis hakim akan mengabulkan permohonan sita tersebut, maka majchis 

hakim memutus perkara dengan putusan sela 

Yahya Art SM. Hakim TmggiPengadilan Tinggi Agama lawa Tengah, 

wawancaa tag.gal 10 Dee0be 2003 
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2 Panitera melaksanakan sita jaminan 

Pejabat yang berfungsi melaksanakan perintah penyitaan ialah Panitera, 

jika Panitera behalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang 

saksi, dalam praktek di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Juru Sita 

Pengganti 

Setelah juru sita mendapat penintah pelaksanaan sita maka terlebih dahulu 

juru sita memberitahukan kepada para pihak, penihal pensitaan tersebut 

memuat hant, tanggal, serta jam pelaksanaan srta jaminan tersebut Pada 

han dimana sita jaminan akan dilaksanakan, juru sita dcngan disertai 2 

orang saksi datang ke tempat obyek barang yang akan disita kemudian 

memberitahukan kepada tersita tentang mak sud kedatangan dengan 

memperhihatkan surat penetapan untuk melakukan sita atas barang 

barang, untuk jaminan gugatan penggugat 

Setelah melakukan penyitaan kemudian juru sita memberitahukan kepada 

tersita bahwa agar sebelum ada putusan lebih lanjut mengenar srta, barang 

barang yang telah disita tidak boleh dipindahkan dan dihilangkan 

dengan jalan apapun juga, seperti dengan jalan penjualan, pegadaian,dsb' 

Selain itu juru sita juga memberitahukan kepada Kepala Kelurahan yang 

mewilayahi barang sitaan tersebut berada mengenai penyitaan terhadap 

barang tersita, dengan maksud supaya diumumkan di desa schingga 

diketahui orang banyak 

pe H Asni,Sit. Hakim Tinggi Pengadilan Tmggr Agama Jawa Tengah 
wawacata tag.gal tl Desermbe 2003 



Dalam Pasal 197, 198 dan 199 HIR dijelaskan tentang cara dan siapa 

yang melaksanakan penyitaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut' 

Permohonan sita, dapat diajukan pada waktu 

a bersamaan dengan surat gugatan 

b ditcngah pemeniksaan materi perkara 
c. setelah putusan dibacakan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap 

2 Penetapan sita olch Ketua Pengadilan atau Ketua Majehis 

3 Biaya sta 

4 Pelaksanaan s1ta 

a Tentang dilakukannya pensitaan harus dibuat berita acara dan 1St 

berita acara tersebut harus diberitahukan kepada orang yang dis1ta 

barangnya apabila ia hadir 

b. Panitera atau penggantinya dalam melakukan penyitaan harus disertat 

dua orang saksi yang nama, pekerjaan dan tempat tinggain'a 

disebutkan dalam berita acara dan para saksi ikut menandatangant 

berita acara 
e. Saksi saksi tersebut biasanya pegawai Pengadilan, sedal 

tidaknya harus sudah dewasa dan orang yang dapat dipercaya 
d Pensitaan boleh dilakukan atas barang barang yang bergerak juga 

yang berada di tangan orang lain akan tetapi hewan dan perkakas 
yang sungguh sungguh bermanfaat bagi tersita untuk menjalank.an 

pencahariannya tidak boleh disita 
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e. Barang barang yang tidak tetap yang disita itu seluruhnya atau 

scbagan harus dibarkan berada di tangan orang yang disita atau 

barang barang itu dibawa untuk disimpan di tempat yang patut 

f Dalam hal barang barang tersebut tetap dibiarkan di tangan orang 

yang disita, hal itu diberitahukan kepada Pamong Desa supaya ikut 

mengawasi agar jangan sampai barang barang tersebut dipindah 

langankan atau dibawa lari oleh orang tersebut 

g Bangunan rumah orang orang Indonesia yang tidak melekat pada 

tanah (opstal bumiputra) tidak boleh dibawa orang lain 

h. Terhadap penyitaan barang tetap, maka berita acaranya harus 

diumumkan, dicatat dalam buku letter C di Desa, dicatat dalam buku 

tanah di Kantor Kadaster dan salinan berita acara dimuat dalam buku 

yang khusus disediakan untuk maksud itu, diserahkan di Kantor 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menyebut jam, tanggal, hari, 

bulan dan tahun dilakukannya 

Pegawai yang melakukan penyitaan harus member perintah kepada 

Kepala Desa supaya perihal adanya pensitaan barang yang tidak 

bergerak itu diumumkan sehingga diketahui oleh khalayak raman 

j Sejak berita acara penyitaan diumumkan, pihak yang disita barangnya 

tidak boleh lag memindahkan, memberatkan atau menyewakan 

barang tetapnya yang telah disita kepada orang lain, perkataan 

memberatkan di atas berarti pula memborongkan, mcnggadaikan, 

menghipotikkan 



k Apabila hal tersebut datas dlakukan mala tindakan tersebut batat 

demi hulk.um 

• keuntungan dan kerugian dai eagaju.an Sita lamninan fepad a 

Pengadilan Tieggi Agama 

Dalam mecngayukan permohonan sita jamnan di Pengadilan Tnggr 

Agama terdapat keuntungan dankerugan 

Keuntungan dan pengayuan permohonan sit.a jaminan adalah pemohon 

sita dapat mengants+past adamya tindakan dani phak lawan untul memmndah 

tangankan obyel sengketa kepada pihal ketiga, schwngga apabla pihal yang 

mengajukan permohonan stta memenangkan perk.aranya maka ia akan 

mendapatkan apa yang menyahi halnya 

Kerugan dan pengayuan permohonan sita amnan, antara lain 

l Adara beban biya eksekusr penyitaan obyel semgketa bagr pemohon 

peenohon sit.a al.an mendapatkan perlawanan dan termohon 

3 Permohonan sita belum tentu dikabukan oleh hakim 

Sebagau contoh di bawah mt al.an drutak.an kasus st.a amnan yang' 

perkara sita jaminan sampar pada pengadlan tngkat banding di Pengadlan 

Tmggr Agama Jawa Tengah, yaitu perkara nomor 267PdtG 1998PA Sm 

tanggal IS Apnit 1998 dengan permohonan sita jaminan nomor 

267Pd1G1998PA Sm tanggal 27 Agustus 1998 

Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Agustus 1998 telah 

memutus perkara No 267Pd1G/1998PA Sm, antara 

H 

I 



SRI SUHARTININGSIH binti SUKARMAN S, umur 40 tahun, Agama 

slam, Pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di JI Satrio 

Wibowo 1[127 RLO R.07 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan 

Pedurungan Kodia Semarang, yang selanjutmya discbut 

PEN6GUGAT..------------------------ 

R. HARRY WIDARTO bin SUDARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, 

Pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di JI Satrio Wibiwo 

III27 RLO2 R 07 Kelurahan Tlogosani Kulon Kecamatan 

Pedurungan odia Semarang Berdasarkan surat kuasa 

No38 An1V 1998 tanggal S Mei 1998 memberi kuasa dan memilih 

domisili hukum kepada HARI SUWARSO, SH, R. AGOENG 

OETOYO, SH, AGUS NURUDIN, SH, CN, Pengacara dan Penaschat 

hukum bertempat tinggal di JI Penataran Selatan 1IB 4 R1055 Rw.03> 

Kelurahan Kahipancur Kotamadia Semarang. yang selanjutmya disebut 

scbagai TERGUGAT.------------------­ --------- 

Dengan imi perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan sita jamnan 

(Conservatoir Beslag ) terhadap barang barang gono gini scbagai berikut 

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di 

Pengadilan Agama Semarang, terdaftar dalam register perkara Nomor 

267Pd1.G 1998PA Sm tertanggal I5 Apel 1998 

Bahwa atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama pada 

tanggal 27 Agustus 1998, Nomor 267Pd1G/1998PA.Sm yang amamya 

sebagai benikut 



M e n g a d i l i  

DALAM ONVENSI 

Mengabulk.an gugatan Penggugat onvenst;----------------­ 

Menyatakan perkawinan Penggugat ( SRI SUHAR TININGSIH binti 

SUKARMAN S. ) dengan Tergugat ( R HARRY WINDARTO bin 

SUDARTO) putus karena perceraian dengan talak bain shugro,--------­ 

DALAM REKONVENSI 

Mengabulkan gugatan Penggugat Reckonvensi scbagan.------------­ 

Menvatakan anak yang bernama WINDY PRAT1WI lahir 4 Mei 1989 dan 

SUSKY KARTIKA lahir 29 April 1987 berada di bawah pemehiharaan 

Tergugat tekomvensi sebagai lbuma;-..----..-.----...-----­ 

Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat 

Rekonvensi natkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp 500 000,00 

(lira fatus nibu rupiah setap bulana,-----------­ 

Menvatakan barang barang berupa 

Sebidang tanah dengan bangunan rumah tingal type 4 di JI Satrio 

Wibowo 1127 Blok C Perumnas Tlogosani Semarang. --------------­ 

Sebuah sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1992, warna Hitam, 

nomor mesin NCE 1091106, nomor rangka NC,11490573, nomor 

polis, H 4354 GS.---------------·-·-------·-···---------- 

3. Sebuah mobil Suzuki SA 410, type Sedan , tahun 1986, warna biru 

nomor mesin F 108 [D 100778 , nomor rangka RA 410-004777 

nomor polisi H 7813 A dan seperangkat alat untuk menjahit. --------­ 

' 



4. Sebuah komputer Pentium i66 yang terdini dani monitor , harddisk + 

CD Room, Keyboard merk Roland type EI---------------------­ 

Adalah harta bersama hasil usaha selama dalam perk.awinan Penggugat 

Rekonvcnsi dengan Tergugatrckomvens,-------------------­ 

Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 

untuk membagi harta bersama tersebut masing masing scbesar seperdua 

bagan bark bag menurut upudataumilainya, --------­ 

Menolak dan mcnerima untuk selain dan selebihmya 

DALAM KON VENSI DAN REKONVE NSI 

Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara in 

seheear p l @6 $00 @t o o  

Melatui kuasa hukummya Tergugat mengajukan banding pada tanggal S 

September 1998 

Oleh Pembanding sebagian barang 

tempatkan di Tlogosari Semarang yang berupa 

Sebuah mobil Suzuki $4 410, type Sedan, tahun 1986, warna biru, nomor 

mesin F 108 ID 100778, nomor rangka RA 410.004777. nomor polist 

17813 Adan seperangkat alat untuk menjahit, 

Sebuah komputer Pentium I66 yangt terdin dari momitor , harddisk CD 

Room, keyboard merk Roland type F 12, 

Oleh Pengadilan Agama Semarang setelah membaca surat tersebut, 

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut membuka 

barang tersebut dipindah 



persidangan kembali dengan penetepanmya tanggal 7 Desember 1998 yang 

berbunyr 

Menetapkan permohonan pensitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri 

2,Memanggil kedua belah pihak supaya mereka datang menghadap ke muka 

sdang engadlan Agama Semarang JM Ronggolawe No.6 Semarang pada 

hant Selasa tanggal I5 Desember 1998 jam 09,00 WIB, sekaligus 

membawa saksi saksi yang akan didengar atau surat surat yang akan 

diajukan scbagat bukti dalam perkaranya, supaya diserahkan kepada 

termohon srta sehela surat permohonan s1ta 

ergugat Kovens melalu suratnya tanggal 28 Oktober 1998 mengayuk.an 

fawaban yang intinya sebagar bentkut 

Pada tanggal 8 September 1998, Tergugat Konvensi melaui para kuasa 

hukumnya telah mengajukan pemmohonan banding khusus mengenat 

putusan dalam rekonvenst 

Ba/wa pada sampai sckarang daam perkara banding tersebut belum dapat 

putusan dani Pengadilan Tingg Agama lawa Tengah, schingga oleh 

k.arena belum mempunyat kekuatan hukum tetap 

Bahwa menurut hukumnya, permohonan sita jamnan hiapukan, dipentksa 

dan diputus kcpada dan melalui Majelis Hakim yang memeriksa pokok 

perkara, sedangkan pokok perkaranya sedang dipeniksa oleh majehs 

hakim dani Pengadilan Tingg Agama Jawa Tengah 

Bawa oleh karena tu maka permohonan sita jammnan yang dayuk.an oleh 

Penggugat Konvensit melalui Pengadilan Agama Klas LA  Semarang tidal 
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berdasarkan hukum karena perkaranya telah diputus oleh Pengadilan 

Agama Klas L A  Semarang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan sekarang 

telah dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggr Agama Jawa Tengah untuk 

dimohonkan banding 

Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Klas L A  Semarang juga 

tidak berwenang untuk membuka kembahi perkara mi karena perkara 

banding yang ada di Pengadilan Tingg Agama Jawa Tengah belum 

diperoleh putusan sehtngga belum diperoleh kekuatan hukum tetap 

Bahwa mengenat mobi! sudah tidal dapat dietakkan sita jaminan oleh 

karena barang scbuah mobil Suzuki SA 4I0 type sedan tahun 1986, warna 

biru, nomor mesin 108 1D 100778, nomor rangka RA 410.00477 

nomor polis I4 7813 tersebut telah diakui dijual kepada pihal lain 

Sehngga dengan demikian permohonan sita jaminan wapib dtolad 

Bahwa mcngenai masala permohonan sita terhadap komputer wapb untuk 

ditolak, karena dani semula barang tersebut dimaksudkan dan 

diperuntukkan untuk kcpontingan kedua anaknya dalam rang8a 

menumyang kelancaran proses pendidikannya 

Bahwa penihal permohonan sita terhadap sepeda motor Honda Astrea 

Grand tahun 1992, warna hitam, nomor polisi H 4354 GS, sebidang tanah 

dengan bangunan rumah tinggal type S4 terleta di Jl Satrio Wiboo 

[ l 7  Blok C Perumnas tlogosari Semarang dan seperangkat peralatan 

memjahit tidak dipermasalahk.an 
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B. PEMBAIHASAN 

Pada kasus nomor 267P4LG/1998P Sm, pemohon sita mengajukan 

permohonan sita kepada Pengadilan Agama karena perkara tersebut belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan dilimpahkannya kewenangan 

megadili perkara hara bersama kepada Pengadilan Agama dihubungkan pula 

dengan kewenangannya melaksanakan penyitaan, permasalahan sita terhadap 

harta bersama (sita marital) akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi 

Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kchakiman. Terhadap 

perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka apabila perkara 

sudah di tingkat banding maka permohonan sita jaminan diajukan pada 

tingkat banding namun bila perkara dalam tahap kasasi maka diajukan pada 

pengadilan tingkat pertama 

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa Pengadilan Tingg Agama 

berwenang memerintahkan Pengadilan Agama untuk melaksanakan sita 

dikarenakan 

Pengadilan Agama adalah yang lebih mengetahui tentang 

permasalahannya sejak awal dan mendengar langsung keterangan dari 

para pihak melalui persidangan 

2 Domisili para pihak dan obyck gugatan berada di lingkungan pengadilan 

tingkat pertama terscbut 

3. Pengadilan Agama mempunyai alat perlengkapan untuk melaksanakan 

sita yaitu Juru Sita 



Namun ada yang berpendapat bahwa perkara yang dalam proses 

banding maka pengajuan permohonan sita jaminan tetap kepada Ketua 

Pengadilan Agama ( Pengadilan tingkat pertama ), dengan cara 

Pemohon sita mengajukan permohonan kepada etua Pengadilan Agama 

2. Setelah permohonan tersebut diterima, kemudian Ketua Pengadilan 

Agama memerintahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan 

perkara tersebut untuk menetapkan hari sidang dan mcmanggl para pihak 

untuk hadir dalam persidangan khusus untuk itu ( dipeniksa secara 

insidentil ) yang selanjutnya menetapkan apakah sita itu dikabulkan atau 

ditolak 

3. Agar terpenuhi syarat formal tentang penyitaan sah terhadap sita yang 

harus dituangkan dalam amar putusan, maka Pengadilan Agama terlebih 

dahulu harus memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Agama agar 

menangguhkan dulu putusanmya sambil mcnunggu selesainya 

pemeriksaan sita di Pengadilan Agama 

4 Pengadilan Agama segera mcngirim hasil pemeniksaan sita kepada 

Pengadilan Tingg Agama 

Setelah hasil pemeniksaan sta jaminan tersebut dikirim ke Pengadan 

Tingg Agama Jawa Tengah, Pengadilan Tnggi Agama tidak tenikat terhadap 

pengabulan sita atau penolakan sita oleh Pengadlan Agama, yang arnya 

Jika pada tingkat Pengadilan Agama para pihak tidak mengayukan 

permohonan sita dan pada proses banding mengajukan permohonan s1ta 

maka pengajuan permohonan sita tetap kepada Ketua Pengadilan Agama 
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f 
2 Terhadap penyitaan tersebut apabila Pengadilan Agama menolak maka 

Pengadilan Tinggi Agama dapat juga mengabulkan, demikian juga )Ma 

Pengadilan Agama mengabulkan maka Penagdilan Tinggi Agama 

mempunyai kewenangan untuk menolaknya 

3. Jika permohonan sita ditolak oleh Pengadilan Agama sementara 

Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan maka Pengadilan Tinggi Agama 

memutus dengan putusan sela dengan memerintahkan kepada Pamiter 

Pengadilan Agama atau wakilnya yang sah untuk melaksanakan srta 

4 Jika Pengadilan Agama menolak perohonan sita maka Pengadilan 

Tinggi Agama memutus bersamaan dengan putusan akhir dengan 

memerintahkan perohonan sita dianghat 

Dalam pelaksanaan sita jaminan pada tingkat banding terdapat 

beberapa hambatan, ya( 

TVerjadi perlawanan dari pihak termohon sita karena tidak adanya 

kepastian huk um mengenai kewenangan mengabulk.an sita jaminan dalam 

tingkat banding sedangkan pokok perkara telah dilimpahkan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 

2 Seringkali terjadi pemindahtanganan kepada pihak ketiga begt 

mengetahut dikabulkannya permohonan srta 

Adapun cara penyelesaian hambatan yang timbul yartu 

a Karena hukum membenarkan sita dapat dimohonkan dalam tingkat 

banding maka permohonan sita dipenksa sccara insidentil selanutnaya 

kalau cukup alasan dietapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agamad 



Semarang sclanjutnya sita tetap dilaksanakan walaupun terjadr 

perlawanan snta 

b Terhadap obyek sengketa yang telah dipindahtangankan atau dikuasai 

oleh pihak ketiga sepanyang obyek sita masih sesuai dengan penetapan 

maka sita tetap dilaksanakan 



BAB I 

P t I t P  

A, Simpulam 

Alasan pengajuan penmohonan sit jaminan pada saat perkara dalam 

pemenksaan tingkat banding adalah pada saat pemeniksaan ting#at 

pertama, permohonan sita belum pemnah diajukan atau permohonan s1ta 

jaminan sudah diajukan pada pemeniksaan tingkat pertama tetapi belum 

ada penetapan hakim yang memenksa 

2 Newenangan menjatubk.an sita jaminan berada di tangan Majelis Hakim 

Pengadilan Tingg Agama Jawa Tengah yang memeniksa dan mengad 

perkara pada tingkat banding 

3 kKeuntungan permohonan sita jaminan adalah terjaminnya hake dan 

tuntutan penggugat atau pemohon sita jaminan sedangkan kerugannya 

adalah membayar biya sita jamina yang dibebank.an pada pemohon dan 

resilo menghadapr verset sita jaminan terse but 

b, Saran 

Sebaknya permohonan sita faminan diajuk.an pad.a saat pemenk saan 

tingkat pertama bersamaan dengan perkara pokok sehingga dapat 

dipeniksa bersamaan dengan perkara pokok guna menghemat wa tu 



2 Perlu adanya Undang Undang yang mengatur tentang Pengadilan yang 

berwenang menerma, mementksa dan mengadihi perkara Sita jamnan 

pada saat perkara dalam pemenksaan tingkat banding atau kasast 
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